
WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluwarsa dapat dihapuskan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, tata cara penghapusan pajak yang 
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Teimbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 



6. Undang-Undajig Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Ne^ra Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ne^ra Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pcnibahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ihhun 2014 
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negaia Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 'Lahun 2014 tentang Administrasi 
Pemeiintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxrn 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagtmnana tdah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pombahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomoi* 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang Negara/Daerah (Lembaran Neptra 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Thmb^an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelotaan Keuan^m Daerali (Lembaran Negam Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcml>ai*an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembomn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Leaibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Psedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ne^aa 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Pcnetapan Besamya 
Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 480); 

15. Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daeiuh Kota Singkawang Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tuhun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Sin^awang Nomor 23); 

17. Pemturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kbta Singlcawang Tkhun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Singkawang Nomor 38); 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Peran^at Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Singkawang Nomor 51); 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENOHAPUSAN 
HUTAKG PAJAIC BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN 
YANG SUDAH KADALUARSA. 

BAB ! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan WaliloJta. ini, yjing dimaksud dengan: 
1. Daei-ati adalah Kota Singkawang. 
2. Pmncrintah Daerah adalah Kepala Daerah sobagai unsur 

pcnjrelenggara Pemerintahan Daerah. yang mcmimpin 
pelaksaiiaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenarigan 
daerah otonom. 

3. Walikota adalah Woliknta Singkawang. 
4. Sekrctaria Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang. 
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota 

Singkawang 
7. Pejahat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Ftengeldla Keuangan Daerali 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Fendapatan dan Belanja Daerah dan b«rtmdak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 



8. Pajalc Bumi dan j ^ g u n a n Perdesaan dan Perkotaan, yang 
^ a n j u t n y a disin^at PBB-P2 adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk k ^ t a n usaha perkebunan, 
perhutaimn dan pertambangan. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsingbat 
SiCPD adalah surat kctetapan paiak yang menentukan 
be^imya jumiah pokok jiajak yang ierutang. 

10. Surat Pfemberitahuan I%fak Terutang yang selanjutnya 
didngfet SPPT adalah Suxat yang digunakan untuk 
membeiitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terulnng kepada Wajib F ^ s ^ . 

11. Sumt Ketetapan I^jak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKFDKB adalah surat fcEtctapan pajak yang 
menentukan besamya jumiah pokok pajak,' jumiah kiedit 
pajak, jumfeh fcekuran^n pembayaran pokok pajak, bcaarnya 
sanksi administratif, dan jumiah pajak yang maslh hams 
dibayar. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer Ihinhahen yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan p^"ak 
yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah 
ditetapkan. 

13. Surat I 'a^han PajaJt Daemh yang aelaiiiutnya disingkat 31PD 
adalah surat untuk melrfoikan t ^ ihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

14. Surat Keputusan Ptembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kcsalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliman dalam pcnerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan pcapqjakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitjihuan Pajak Terutang, Sural 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pqjak Daerah Kumng 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kumng Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pqjak 
Daerah, Surat Keputuaan Pembetulan, atau Sural Keputusan 
Kebcratan. 

15. Surat Keputusan Kebcratan adalah suiat keputiisan ataa 
kelxjratan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
•mmbahan. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah LeWh Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, atau terhadap pemotongmi atau pemungutan oleh 
p i h ^ ketiga yang diqiukan oleh Wajib l^jak. 

16. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 



BABH 
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 

Pasal 2 

(1) Hutang PBB-P2 adalah piutang PBB-P2 yang muncul aHbat 
diterbitlsannya Surat Ketetapan Bajak atau Sumt Keputusan 
dalam bentuk: 
a. SKPD; 
b. SKFDKB; 

c. SKPDKBT; 
d. STPD; 
e. SPPT; dan 
f. Surat Keputusan P^betulan, Surat Keputusan Kebemtan 

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah pajak 
yang harus dibayar bertambah. 

(2) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak 
mungldn ditagih l a ^ karena hak untuk melakukan pena#ian 
sudah kadaluarsa. 

BAB II 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG FBB-P2 

Bagian Kesatu 
Penelitian Piutang PBB-P2 

Pasal3 

(1) Badan wajib melakukan penelitian administrasi terhadap 
piutang RBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
yang hnoilnya dituan^ran dalam Berita Acam Hasil Penelitian 
Piutang PBB-P2. 

(2) Penelitian adminish^si sebaplfflan dimaksud pada ayat (1) 
adalah penelitian terhadap Wajib PUjak berdasarkan daftar 
data/ketetapan FBB-P2, lapman pstieriniaan mB-P2 harian, 
bulanan atau tahunan, dokumen barupa Sumt Ketetapan 
f^jak atau Surat Keputusan, untuk memaaiikan piutang PBB-
P2 tersebut sudah kadaluarsa dan tidak ada tindakan yang 
membuat kadaluarsa penagihan PBB- I^ tersebut tertangguh 
serta perhitungan piutang PBB-Kl yang alcsun. dihapuskan. 

(3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) 
dilakulran oleh Bidang PBB dan BPHTB atau oleh Tim yang 
dibentuk dan di^tapkan oleh Walikota, 

(4) Berita Aeara Hasd Penelitian Piutang PBB-P2 sebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) berial men^nai keadaan Wajib Htjak 
dan piuteng PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk 
menentukan besamya piutang PBB - I ^ yang tidak dapat ditagih 
lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. 



Bagian Kedua 
Penyusunan Daftar Penghapusan Piutang PBB-P2 

Pasal4 

{!) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Piutang PBB-P2 
sebagaimana tbioaksud dalam pasal 3 ayat Badan 
menjnjsun daftar usulan pen^iapusan piutang PBB-P2 sebagai 
bahan usulan xKm^apusBn piutang PBB-P2. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud daiam ayat (1) memuat rekapitulasi s e b a ^ berikut; 
a. nama Wtyib Pajak; 
b. alamat Wajib PajaH 
c. Jenis pajak; 

d. m a ^ pgyak/tabun pajak; 
e. Nomor Ptjfcok Wajib Pajak / Nomor Objek Pajak; 
f. nomor dan tan^pl Surat Ketetapan Pajak atau Surat 

Keputusan set^tgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 
dan 

g. jumiah piutang paiak yang akan dihapuskan. 

Bagian !^tiga 
Pen^juan Usulan Faighapusan Piutang PBB-P2 

f^salS 

Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagalmana dimaksud 
daiam Pasal 4 disampaikan oleh Kepala Badan kepada PPKD dengan 
mdampirkan Berita Acara Hasfl Penelitian Hutang PBB-P2. 

Pasal6 

Berda^urkan daftar usulan peng^pusan piutang FBB-P2 
scbagaimaim dimaksud dalam Pasal S, PPKD melakukan penelitian 
terhadap: 
a. Klasifikasi piutang PBB-P2 yang diusulkan untuk dihapuskan; 

dan 
h Jumiah piutang PBB-F2 yang diusulkan dengan jumiah 

piutang yang teroatat dalam kas daerali. 

Bagian Keempat 
Keputusan Penghapusan Hutang PBB-P2 

Pasal? 

(1) Jika berdasarkan hadl penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, jumiah penghapusan piutang PBB-F2 tidak 
lebih dari Rp. 5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk 
setiap ketetapan pqjak, PPKD mengajukan usulan 
pen^apusan piutang PBB-P2 kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerahi 



(2) Berdasarkan usulan daii PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {!}, 

Walikota menetepkan Keputusan tentang Pcnghapusaii Piutang PBB-P2. 

Pasal 8 

J ika berdasarkan hasil penelitmn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
jumiah penghapusan piutang PBB-P3 lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima milyar 
rupiali) untuk setiap ketetapan pajak, malca : 

a. PPKD membuat surat permohonan persetujuan penghapusan piutang 
FBB-P2 yang ditandatangani oleh Walikota kepada DPRD; 

b. apabila pen^apusaii piutang PBB-P2 disetujui oleh DPRD, maka PPKD 
mengajukan usulan penghapusan piutang PBB-F2 kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah; dan 

c. t^rdasarkan usulan dari PPKD seba^imana dimaksud pada huruf b, 
Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang 
PBB-P2. 

PasaI9 

Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 sebagiaman 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 huruf c, paMng sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak; 

fa. alamat Wajib Pajiik; 

c. jenis pajak; 

d. masa pajak/tahun pajalc; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Nomor Ofaick Pajak; 

f. nomor dan mn^fll Surat Ketetapan Pajak atau Siuat Keputusan yang 
menjadi dasar piutang pajak; dan 

g. jumiah piutang pqjakyaiigakan dihapuskan. 

Pasal 10 

Berdasarkan Keputusan Walikota ^bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) dan Pasal 9 huruf c, PPKD melakukan hapus tagih dan hapus buku atas 

piutang pajak daemh aesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang 

berlaku 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Singkawang. 

Ditetapkan s i Singkawang 
pada tanggal 2 April 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 2 April 2018 

Pj. SEKRETAR IS DAERAH KOTA SINGKAWANG 
ttd 

BUJANG SUKRI 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP. 19681016 199803 1 004 


